
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1138, 2017 KEMENHUB. Penetapan IKU. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

  NOMOR PM 70 TAHUN 2017  

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :    a.  bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan sudah tidak sesuai dengan 

kebutuhan untuk menjadi acuan dalam penyusunan 

dokumen Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan sebagai perencanaan dan alat 

ukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis 

Kementerian Perhubungan; 

b. bahwa sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 

B/612/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal 

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Tahun 2016, Indikator Kinerja Utama yang 

semula berbasis keluaran/output diubah menjadi 

berbasis manfaat/outcome; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan 
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Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 

 

Mengingat   :    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang 

Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 
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atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah bebrapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 816); 

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 

2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 601); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan 

ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai 

penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 

2. Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang berisi 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan 

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai 

kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat 

atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang 

ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun 

tertentu. 
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3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 

adalah dokumen Rencana Keuangan Tahunan 

Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian 

Anggaran Kementerian/Lembaga. 

4. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih 

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. 

5. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban 

suatu Instansi Pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem 

pertanggungjawaban secara periodik. 

6. Laporan Kinerja adalah laporan perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem 

pertanggungjawaban secara periodik. 

7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SAKIP adalah serangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur 

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi 

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas manfaat 

atau outcome dari suatu program yang merupakan 

pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang 

dilaksanakan oleh satuan kerja. 

9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran 

atau output dari suatu kegiatan yang terkait secara logis 

dengan indikator kinerja program. 

10. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 

www.peraturan.go.id


